BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 700.1/465/Kpts/Per-UU /2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA

Menimbang

Mengingat

. &,

1.

INSPEKTORAT TAHUN 2026
BUPATI BOGOR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan
terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati
dibantu oleh Inspektorat Daerah;

bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun
program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko guna
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
Berbasis Risiko pada Inspektorat Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7039);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawas Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
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tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1218);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor
06) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7
Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 138);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 117);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024
Nomor 6);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024

Nomor 24);
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MEMUTUSKAN:

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada
Inspektorat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah acuan,
sasaran dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya,
yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian
intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran rencana
kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun
dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko
dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Apabila dalam pelaksanaan terdapat perubahan kebijakan

dan/atau mandatori khusus dari kementerian maupun dari
instansi teknis terkait, maka jadwal pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.

: Inspektur wajib melaporkan hasil Program Kerja Pengawasan

Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
kepada Bupati.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2026.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 Desember 2025

1. Yth. Sekretaris Daerah;
2. Yth. Inspektur; dan
3. Yth. Para Kepala Perangkat Daerah.
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PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT TAHUN 2026

ITBAN BULAN
NO | JENIS URAIAN PENGAMPU JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 Reviu | LUNCURAN -1V
2 Reviu REVIU LKFD 1
3 Reviu _|REVIU DAU GAJI PPPK 1
4 Reviu |REVIU DAU KELURAHAN 1
5 Reviu _ |REVIU DAU BIDANG PENDIDIKAN v
6 Reviu _ |REVIU DAU BIDANG KESEHATAN 11
7 Reviu _ |REVIU DAK FISIK 1l
8 Reviu _ |REVIU RKA 2027 -1V
9 Reviu |REVIU RKA PERUBAHAN 2026 -1V
10 Reviu _ |REVIU KUA-PPAS 2027 11
11 Reviu |REVIU KUPA-PPAS 2026 il
12 Reviu |REVIU TATA KELOLA BMD 1l
13 Reviu _|REVIU PAPBJ I
14 Reviu _ |REVIU RA RKPD 2027 1
15 Reviu _|REVIU RA PERUBAHAN RKPD 2026 1l
16 Reviu _ |REVIU RA RENJA 2027 -1V
17 Reviu |REVIU RA PERUBAHAN RENJA 2026 -1V
18 | Evaluasi |EVALUASI PK APIP I
19 | Evaluasi |TELAAH SEJAWAT 1
20 | Evaluasi |EVALUASI KEANDALAN RISK REGISTER .
2027
21 | Bvaluasi |EVALUASI PENYELENGGARAAN i
PENGELOLAAN RISIKO 2025
22 | Evaluasi |EVALUASI PENYELENGGARAAN »
PENGELOLAAN RISIKO 2026 SMT 1
. |PENYUSUNAN RENCANA PM SPIP-
23 | Evaluasi lopoiNTEGRASI 2026 W
ol [T MOC;I;IITORING PM SPIPTERINTEGRASI it
25 | Evaluasi |PK SPIP-TERINTEGRASI 2026 11
26 Reviu _ |REVIU LPPD 1
27 | Evaluasi |EVALUASI LAKIP 2025 -1V
28 | Evaluasi |EVALUASI RB (Ex Ante) 1
29 | Evaluasi |EVALUASI RB (On Going) 1
30 | Evaluasi |EVALUASI 2 I
31 Reviu |REVIU TATA KELOLA PAJAK DAERAH 2026 11l
32 Reviu _ |REVIU SISA DANA KAPITASI 2026 11l




ITBAN BULAN
No | ueNis URAIAN PENGAMPU JAN FEB MAR APR MEI JUL AGU SEP OKT NOV DES
Audit
Tujuan |PENCANTUMAN SANKSI DAFTAR HITAM o
Tertentu
34 | Evaluasi |EVALUASI PPRG 2025 m
35 | Reviu |REVIU HPS -V
36 | Reviu |REVIU MANAJEMEN ASN M
37 | Audit _|PROBITY AUDIT v
— | AUDIT HONOR TERTINGGI DAN PERJADIN
38 | Auait [RUOT RO -1V
39 | Reviu _|REVIU STANDAR HARGA TERTINGGI LIV
30 | Audit JAUDIT KINERJA Y
0 Audit _|AUDIT BUMD TV
22 | Reviu |REVIU LAYANAN PUBLIK Y
43 | Evaluasi |TELAAH INTERNAL -V
42 | Evaluas |EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN ,
INSPEKTORAT
35 | Monitoring | MONITORING PENGAWASAN ASN I
46 | Monitoring | MONITORING TINDAK LANJUT HASIL =
PENGAWASAN INTERNAL
27 | Audit _|AUDIT PERANGKAT DAERAH -1V
48_| Monitoring | MONITORING KECAMATAN v
29 | Audit |AUDIT DESA -1V
50_| Monitoring | RENCANA AKSI TINDAK LANJUT SPI v
51 | Monitoring | MONITORING TINDAK LANJUT EKSTERNAL v
(BPK, BPKP, ITPROV DAN ITJEN)
52 | Audit__|AUDIT BANKEU; HIBAH/ BANSOS v
53 | Audit |PENGADUAN MASYARAKAT v
54 | Audit |INVESTIGASI/KHUSUS v
| PELIMPAHAN KASUS (AUDIT TUJU
55 Aacit -rsm-a:nru,muusus;{ A v
56 | Audit _|TUNTUTAN GANTI RUGI v
| PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
S7 | Audit |\EGARA/DAERAH v
58 | Advisory |SOSIALISASI ANTIKORUPSI v
59 | Advisory |MATERI SOSIALISASI v
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